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GUBERNU

DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 63 TAHUN 2026
TENTANG

PENETAPAN UNIT KERJA PENERIMA PREDIKAT MENUJU WILAYAH BEBAS
DARI KORUPSI SECARA MANDIRI TAHUN 2025

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

: a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan

1.

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun
2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas
Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi
Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun
2024, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 194 Tahun 2025 tentang
Instansi Pemerintah Pelaksana Evaluasi Zona Integritas
Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Secara Mandiri Tahun
2025, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah
memenuhi  kriteria dan diberi kewenangan untuk
melaksanakan evaluasi zona integritas secara mandiri,
dengan melibatkan peran serta Tim Penilai Internal Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk kemudian unit kerja
penerima predikat menuju wilayah bebas dari korupsi secara
mandiri ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;

bahwa penetapan unit kerja penerima predikat menuju
wilayah bebas dari korupsi secara mandiri untuk tahun 2025
sebagaimana dimaksud huruf a telah melalui proses evaluasi
oleh Tim Penilai Internal Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta, supervisi Tim Penilai Nasional, dan clearance dari
Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Gubernur tentang Penetapan Unit Kerja Penerima Predikat
Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Secara Mandiri Tahun
2025;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota
Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);




Menetapkan

KESATU

KEDUA

Tembusan:

2.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Penéganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Ne%ara Republik
Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang CiEta Kerja Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tenta:l%
Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilay.
Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan
Melayani Di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 ’l‘yahun 2024 Tentang
Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah
Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani Di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN UNIT KERJA
PENERIMA PREDIKAT MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI SECARA MANDIRI TAHUN 2025.

Menetapkan unit kerja penerima predikat menuju Wilayah Bebas
dari Korupsi Tahun 2025, sebagai berikut:

pog p

Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Administrasi Jakarta Barat;

Kecamatan Kelapa Gading;

Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja; dan

Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Koja.

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Januari 2026
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1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta



